BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah
Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4825);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);




18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 123);




24.

25.

26.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 127);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008
Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
Bupati adalah Bupati Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan dapat menjalankan Tugas
Pembantuan.




6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

10. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja pembangunan per
lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

11. Sasaran Pokok adalah rincian pernyataan kinerja yang
menjabarkan Arah Kebijakan yang telah ditentukan
sebelumnya ke dalam indikator pembangunan daerah.

12. Arah Pembangunan adalah strategi yang ditetapkan dalam
mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi
terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka
panjang nasional dan provinsi disesuaikan dengan
karakteristik dan potensi wilayah.

13. Arah Kebijakan Transformasi adalah rumusan kerangka
pikir atau kerangka kerja untuk memberikan panduan
pada setiap periode pelaksanaan Pembangunan Jangka
Menengah dengan memperhatikan Arah Kebijakan
Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur.

14. Indikator Utama Pembangunan adalah alat ukur untuk
melihat pencapaian dari tujuan pembangunan Daerah
serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka

panjang nasional.

BAB II
RPJPD

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen Perencanaan
pembangunan Daerah dalam jangka waktu 20 tahun yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2045.




Pasal 3

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berisi Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok,
Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan
Indikator Utama Pembangunan sebagai bentuk kontribusi
terhadap tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

(2) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Pendahuluan;

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Permasalahan dan Isu Strategis;

Visi dan Misi Daerah;

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan

S I o N S o S

Penutup.
(3) Rincian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memedomani Visi, Misi, Arah Kebijakan,
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan
Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 3/E), tetap berlaku sampai dengan masa

perencanaannya selesai.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 18 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 7 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 209-5/2024




L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045

UMUM

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan
urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan pembangunan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari kerangka pembangunan nasional. Dalam  pelaksanaannya,
pembangunan Daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target
pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai
dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan Daerah disusun secara berjenjang meliputi
RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan memedomani Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 serta memperhatikan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJPD. Hal tersebut dilakukan untuk
menyelaraskan Visi, Misi, Arah dan Kebijakan pembangunan berkelanjutan
di Daerah. RPJPD ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman atau
acuan, menjamin keterkaitan antar dokumen, memberikan Arah
Pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi serta untuk
kesinambungan program-program pembangunan Daerah dan
mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan,
maka Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 untuk
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mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa depan.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.




